SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada analisis
standar belanja dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Analisis Standar Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB
adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1
(satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan
Kerja  Perangkat Daerah atau  masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran
dalam bentuk barang/jasa.

Pendekatan activity based costing yang selanjutnya disebut
Pendekatan ABC adalah suatu teknik untuk mengukur secara
kuantitatif biaya dan kinerja dari satu aktivitas/pekerjaan (the
cost and performance of activities) serta teknik mengalokasikan



penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing
objek biaya (operasional maupun administrasi) dalam 1 (satu)
aktivitas/pekerjaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja
dan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2024.
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini:

a. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan aktivitas/pekerjaan
dalam suatu kegiatan; dan

b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah, antar program, kegiatan, sub kegiatan dan
aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama.

BAB III
PENGHITUNGAN ASB
Pasal 4

(1) Penghitungan ASB menggunakan pendekatan ABC.

(2) Proses evaluasi dan penilaian kewajaran biaya aktivitas/pekerjaan dengan
Pendekatan ABC dilakukan atas dasar komponen biaya dan bukan atas dasar
alokasi bruto (gross allocations) per aktivitas/pekerjaan.

(3) Biaya aktivitas/pekerjaan dihasilkan dari satuan pengendali belanja tetap

(fixed cost) ditambah hasil perkalian satuan pengendali belanja variabel
(variabel cost) dan pengendali biaya (cost driver).

Biaya aktivitas/pekerjaan = fixed cost + (variabel cost x cost driver)

Pasal 5

ASB aktivitas/pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI REMBANG,
ttd
ABDUL HAFIDZ
Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd
FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 18
Salinan sesuai dengan aslinya
ala Bagian Hukum

"M B P>-Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006



